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PEMBENTUKAN DESA ANTIKORUPSI PENTING  

DILAKUKAN DI KATINGAN 

 
Sumber gambar: https://kalteng.antaranews.com/ 

Palangka Raya (ANTARA) - Pelaksana Tugas Asisten II Sekda Kabupaten 

Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,  Eka Suryadilaga menekankan pentingnya 

pembentukan desa antikorupsi di kabupaten itu. 

"Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya 

menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.  Salah satunya melalui desa 

antikorupsi. Untuk itu dinas terkait agar segera melakukan tindak lanjut 

pembentukannya," katanya di Kasongan, kemarin. 

Pernyataan itu diungkapkan dia saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan rapat 

koordinasi perluasan percontohan Desa Anti Korupsi Provinsi Kalteng 2024-2025. 

"Pada kesempatan itu, KPK RI memberikan pemaparan mengenai strategi dan 

praktik dalam pengembangan desa antikorupsi, serta peran penting masyarakat dalam 

pengawasan pengelolaan dana desa," kata Eka. 

Melalui inisiatif ini, lanjut dia, desa-desa terpilih dapat menjadi contoh teladan 

dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

"Sehingga akan memacu semangat inovasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam 

membangun desa yang bebas korupsi, serta mendukung upaya peningkatan integritas di 

tingkat lokal," kata Eka. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten 

Katingan Ganti Yapman menegaskan pentingnya peran desa dalam mendukung upaya 

perluasan percontohan desa antikorupsi di wilayah setempat. 

"Desa merupakan ujung tombak pembangunan di daerah, dan melalui program ini 

diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, bebas dari 

praktik korupsi," kata Ganti. 

Program desa antikorupsi telah menjadi salah satu inisiatif strategis dalam 

memberantas korupsi di tingkat pemerintahan desa, serta menciptakan iklim 

pemerintahan yang lebih baik melalui pengelolaan sumber daya desa yang lebih 

transparan. 
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Melalui sosialisasi ini, desa-desa di Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten 

Katingan dapat menjadi percontohan dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik, serta 

mampu berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang lebih bebas korupsi.  

Program ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya yang lebih 

efisien dan tepat sasaran. 

"Program desa antikorupsi ini akan terus dikembangkan dan diperluas di tahun 

2024, dengan harapan semakin banyak desa yang terlibat dan mendukung gerakan anti 

korupsi di tingkat lokal," tegasnya. 
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Catatan: 

Pemerintah Kabupaten Katingan melakukan Pembentukan Desa Antikorupsi di 

wilayahnya guna mensosialisaikan pencegahan korupsi dan peningkatan peran serta 

masyarakat sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 

1. ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

2. ayat (2) yang menyatakan bahwa Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: 

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah 

terjadi tindak pidana korupsi; 

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan 

informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak 

Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; 

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada 

Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; 

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan 

kepada Penegak Hukum; dan 

e. hak untuk memperoleh pelindungan hukum. 

 


